
 

 

BUPATI WAJO 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI WAJO 

NOMOR 81 TAHUN 2020 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN WAJO TAHUN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI WAJO, 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan  Pasal 26 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat 

(20 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang  Nomor 29  Tahun  1959  tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  1959  

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia       Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4287); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Pebendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara  Republik Indonesia  Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

 

SALINAN 



5. Undang-Undang   Nomor   33   Tahun   2004   tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia     Nomor 4700); 

7. Undang-Undang  Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi  Publik  (Lembaran  Negara 

Republik Indonesia Tahun  2008 Nomor  61, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4846); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun  2008 

Nomor  61, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4846) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran  Negara Republik 

Indonesia Tahun  2019 Nomor  183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara  Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  

Indonesia Tahun 2005 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 6041); 

  



11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006  tentang  

Tata Cara Pengendalian  dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6                  

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18  Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaiman telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18  Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang 

Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia                        

Tahun 2019  Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6323); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional 

Dalam Rangka mendukung kebijakan keuangan 

Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi 

Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian 

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta 

Penyelamatan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 



18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 136); 

19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

20. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang 

Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan 

Nasional; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15                 

Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan 

Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita  Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 27) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum 

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011               

Nomor 927); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32              

Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 

Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80                    

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk   Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia                  

Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaiman telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 80CTahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 



24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86                      

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 517); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100            

Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Berita Negara Republik Indonesia                 

Tahun 2018 Nomor 109); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70                  

Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia              

Tahun 2019 Nomor 1114); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90                  

Tahun 2019  tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 1447); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40                   

Tahun 2020  tentang pedoman penyusunan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590); 

29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan                             

Tahun 2008–2028 sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10                 

Tahun 2008  tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan                   

Tahun 2008–2028 (Lembaran Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan   Tahun 2015 Nomor 7); 

30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 

Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009–2029 

(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan                  

Tahun 2009 Nomor 249, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249); 



31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 

Tahun 2010  tentang  Sistem  Perencanaan 

Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan                 

Nomor 251); 

32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan  Nomor 1 

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan                

Tahun 2019 Nomor 1); 

33. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 38      

Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 (Berita 

Daerah Tahun 2020 Nomor 38); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1                 

Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah 

Kabupaten Wajo Sebagai Daerah Otonom (Lembaran 

Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2001 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan Nomor 301); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8                       

Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2005-2025 

(Lembaran  Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2009      

Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Wajo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 9); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12                

Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Wajo Tahun 2012–2032 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 66); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6                 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo 

Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Wajo Nomor 62) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1); 

  



38. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6                  

Tahun 2019 tentang  Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019–2024 

(Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019  

Nomor 2); 

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang 

Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional 

Presiden Republik Indonesia; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2021 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Wajo. 

5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden 

yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian 

negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah 

untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan 

menyejahterakan masyarakat. 



6. Instansi Vertikal adalah Perangkat kementerian 

dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang 

mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak 

diserahkan kepada Daerah otonom dalam wilayah 

tertentu dalam rangka Dekonsentrasi. 

7. Wilayah Administratif adalah wilayah kerja Perangkat 

Pemerintah Pusat termasuk gubernur sebagai wakil 

Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah 

Pusat  di Daerah dan wilayah kerja gubernur dan 

bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan 

pemerintahan umum di Daerah. 

8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan 

Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua 

Daerah. 

9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan 

Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah 

sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. 

10. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk 

memenuhi kebutuhan dasar warga negara. 

11. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya 

disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan 

mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan 

Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap 

warga negara secara minimal. 

12. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah 

gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati 

dan wakil bupati untuk kabupaten, wali kota dan 

wakil wali kota untuk kota. 

13. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD 

adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD 

dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah. 

14. Kecamatan atau yang disingkat dengan nama lain 

adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten atau 

kota yang dipimpin oleh camat. 

 



15. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat 

dengan Bappelitbangda adalah Perangkat Daerah 

yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan 

penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan 

rencana pembangunan Daerah. 

16. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung 

atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau 

dampak dari perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD 

provinsi dan kabupaten atau kota, Tentara Nasional 

Indonesia, Polisi Republik Indonesia, Kejaksaan, 

akademisi, LSM atau Ormas, tokoh masyarakat 

provinsi dan kabupaten atau kota atau desa, dunia 

usaha atau investor, pemerintah pusat, pemerintah 

provinsi, kabupaten atau kota, pemerintahan desa, 

dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti 

PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok 

masyarakat rentan termarginalkan. 

17. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik 

untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah 

untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan 

masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, 

meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik 

dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangannya. 

18. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu 

proses untuk menentukan kebijakan masa depan, 

melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai 

unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan 

pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka 

waktu tertentu di Daerah. 

19. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 

adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 

pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan 

keuangan untuk memastikan tercapainya target 

secara ekonomis, efisien dan efektif. 

 



20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 

perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun 

terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya 

masa jabatan Kepala Daerah. 

21. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang 

selanjutnya disingkat Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 

dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) 

tahun. 

22. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah 

dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 

periode 5 (lima) tahun. 

23. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen 

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) 

tahun. 

24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah. 

25. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat 

KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi 

yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

26. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang 

selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas 

dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan 

kepada Perangkat Daerah untuk setiap program 

sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan 

anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

27. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang 

diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam 

periode tahun anggaran yang bersangkutan. 

28. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang 

diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam 

periode tahun anggaran yang bersangkutan. 



29. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu 

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan 

diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 

bersangkutan maupun pada tahun anggaran 

berikutnya. 

30. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah 

dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi 

rencana pendapatan, rencana belanja program dan 

kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan 

sebagai dasar penyusunan APBD. 

31. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat 

program dan kegiatan yang diperlukan untuk 

mencapai sasaran pembangunan. 

32. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan 

keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber 

dana yang digunakan dalam pembangunan, 

optimalisasi penggunaan sumber dana dan 

peningkatan kualitas belanja dalam membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya 

mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target 

pembangunan nasional. 

33. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat 

Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau 

lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya 

yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur 

sesuai dengan tugas dan fungsi. 

34. Program Pembangunan Daerah adalah program 

strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat 

Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk 

mencapai sasaran RPJMD. 

35. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian 

aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh 

Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran 

dalam rangka mencapai hasil suatu program. 

36. Kinerja adalah capaian keluaran atau hasil atau 

dampak dari kegiatan atau program atau sasaran 

sehubungan dengan penggunaan sumber daya 

pembangunan. 



37. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai 

alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program 

atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran, 

hasil dan dampak. 

38. Keluaran adalah suatu produk akhir berupa barang 

atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya 

pembangunan agar hasil dapat terwujud. 

39. Hasil adalah keadaan yang ingin dicapai atau 

dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode 

waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya 

keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. 

40. Dampak adalah kondisi yang ingin diubah berupa 

hasil pembangunan atau layanan yang diperoleh dari 

Pencapaian hasil beberapa program. 

41. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang 

selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar 

pemangku kepentingan dalam rangka menyusun 

rencana pembangunan Daerah. 

42. Forum Perangkat Daerah adalah forum sinkronisasi 

pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk 

merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan 

tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan 

kabupaten atau kota. 

43. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya 

disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang 

yang merupakan penjabaran strategi dan arahan 

kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, 

provinsi, dan kabupaten atau kota kedalam struktur 

dan pola pemanfaatan ruang wilayah. 

44. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah 

perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah 

lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan 

pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. 

45. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya 

disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis 

yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk 



memastikan bahwa prinsip pembangunan 

berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi 

dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau 

kebijakan, rencana, dan/atau program. 

46. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang 

selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu 

sistem yang mendokumentasikan, 

mengadministrasikan, serta mengolah data 

pembangunan Daerah. 

47. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan 

terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, 

sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan 

untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta 

keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu 

hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. 

48. Provinsi atau Kabupaten atau Kota lainnya adalah 

Daerah otonom yang ditetapkan sebagai satu 

kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang 

memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam 

pelaksanaan pembangunan. 

49. Hari adalah hari kerja. 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) RKPD Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan 

pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu 

Tahun 2021 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 

dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. 

(2) RKPD Tahun 2021 merupakan penjabaran dari RPJMD       

Tahun 2019–2024 yang memuat rancangan kerangka 

ekonomi makro Daerah, Prioritas Pembanguna Daerah, 

Rencana  Kerja dan pendanaannya, baik yang 

dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun 

dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Provinsi ataupun yang ditempuh dengan 

mendorong partisipasi masyarakat. 

  



(3) Susunan dan sistematika RKPD Tahun 2021 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) memuat: 

a. pendahuluan; 

b. gambaran umum kondisi Daerah; 

c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah; 

d. sasaran dan prioritas Pembangunan Daerah; 

e. rencana kerja dan pendanaan Daerah; 

f. kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan 

g. penutup; 

(4) Uraian RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada       

ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 3 

(1) RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

digunakan sebagai: 

a.  pedoman untuk menyusun KUA dan PPAS dalam 

rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun 2021;  

b. pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun 

Renja Perangkat Daerah dan RKA Perangkat Daerah              

Tahun 2021;dan 

c. dalam hal terjadi penambahan kegiatan/sub kegiatan 

baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam 

RKPD, perlu disusun Berita Acara kesepakatan Kepala 

Daerah dengan ketua DPRD. 

  

BAB III 

PELAKSANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 4 

(1) Pelaksanaan RKPD dilakukan dengan kaidah: 

a. dalam rangka pengendalian dan evaluasi rencana 

pembangunan, Kepala Perangkat Daerah melakukan 

pemantauan dan evaluasi terhadap hasil Renja 

Perangkat Daerah; 

b. Bappelitbangda melakukan penyelarasan antara Renja 

Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Perangkat 

Daerah;  



c. Bappelitbangda melakukan pengendalian dan evaluasi 

terhadap seluruh Renja Perangkat Daerah;  

d. kerangka pendapatan, belanja dan pembiayaan yang 

tercantum dalam RKPD merupakan pagu indikatif yang 

dapat berubah sesuai dengan perkembangan 

pembahasan anggaran bersama DPRD berdasarkan 

risalah rapat; 

e. target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam 

RKPD dapat berubah sesuai dengan pengalokasian 

anggaran pada saat pembahasan anggaran bersama 

DPRD; dan 

f. Bappelitbangda melakukan pengendalian dan evaluasi 

terhadap pelaksanaan RKPD. 

(2) Hasil Pembahasan anggaran bersama DPRD disampaikan 

kepada Bappelitbangda berupa Risalah Rapat; 

(3) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan 

tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran 

Perangkat Daerah yang berisi uraian tentang sasaran 

kegiatan, indikator kinerja kegiatan dan pendanaan; 

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 

kepada Bappelitbangda dan Badan Pengelolaan Keuangan 

Daerah paling lama 14 (empat belas) hari setelah 

berakhirnya triwulan untuk laporan kinerja triwulan dan 1 

(satu) bulan setelah tahun anggaran pelaksanaan untuk 

laporan kinerja tahunan; 

(5) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan 

pertimbangan bagi analisis dan evaluasi dalam 

penyusunan anggaran tahun berikutnya yang dilakukan 

oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan. 

BAB IV 

PEMETAAN DAN PEMUTAHIRAN NOMENKLATUR       

PROGRAM  KEGIATAN 

 

Pasal 5 

(1) Pemerintah Daerah selain menyusun rancangan RKPD        

Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib 

melakukan pemetaan program dan kegiatan sesuai 

dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur yang 

diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 



(2) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

mengubah target dan indikator dalam RPJMD. 

(3) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dituangkan dalam berita acara hasil pemetaan. 

 

Pasal 6 

(1) Dalam hal proses pemetaan terdapat program dan 

kegiatan RKPD Tahun 2021 yang belum sesuai dengan 

klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur dilakukan 

pemuktahiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur 

program, kegiatan dan sub kegiatan. 

(2) Pemuktahiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur 

program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(3) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tercantum pada lampiran yang merupakakn bagian yang 

tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.  

 

BAB V 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 7 

 

(1) RKPD dapat diubah dalam hal hasil evaluasi pelaksanaan 

tidak sesuai dengan perkembangan keadaan tahun 

berjalan. 

(2) Perkembangan keadaan tahun berjalan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi 

prioritas Pembangunan Daerah, kerangka ekonomi 

Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan 

kegiatan RKPD berkenaan;  

b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun 

anggaran sebelumnya yang digunakan untuk tahun 

berjalan; 

(3) Dalam hal ada penambahan kegiatan baru pada KUA dan 

PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun 

Berita Acara kesepakatan Kepala Daerah dengan Ketua 

DPRD. 



(4) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada    

ayat (3) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, 

keadaan darurat, keadaan luar biasa sebagaimana telah 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan 

perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi setelah RKPD ditetapkan. 

(5) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo. 

 

Ditetapkan di  Sengkang 

pada tanggal 24 Juli 2020 

 

BUPATI WAJO, 

       Ttd 

AMRAN MAHMUD 

 

Diundangkan di Sengkang 

pada tanggal 24 Juli  2020 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO, 
 

Ttd 
 
AMIRUDDIN A. 
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Salinan sesuai dengan aslinya 
   Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo  

        Kepala Bagian Hukum 
    TTD 

ANDI ELVIRA FAJARWATI P, S.H. 
 


